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ABSTRAK 

Keberadaan guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) yang 

kompeten sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan fisik siswa di 

Kabupaten Alor. Namun, data Dinas Pendidikan menunjukkan hanya sekitar 60% guru 

PJOK yang memiliki kualifikasi memadai, sehingga terdapat kesenjangan kompetensi yang 

signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Pendidikan dalam 

mendukung peningkatan kompetensi guru PJOK di Kabupaten Alor. Menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali data secara mendalam melalui 

wawancara dan kuesioner guna memahami efektivitas program serta tantangan yang 

dihadapi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten 

Alor telah menjalankan peranannya secara optimal dan sangat sukses dalam memfasilitasi 

regulasi mutu pendidikan. Capaian ini dibuktikan dengan perolehan skor sempurna (5,00) 

pada indikator akhir instrumen serta tingginya apresiasi guru terhadap implementasi 

kebijakan kedinasan dengan rentang skor 4,90 hingga 4,97. 

Kata Kunci: Dinas Pendidikan, Kompetensi Guru, PJOK, Kualifikasi Pendidikan, 

Kabupaten Alor. 
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ABSTRACT 

The presence of competent Physical Education, Sports, and Health (PJOK) teachers 

significantly influences the quality of education and the physical health of students in Alor 

Regency. However, data from the Education Office indicates that only about 60% of PJOK 

teachers possess adequate qualifications, resulting in a significant competence gap. This 

study aims to describe the role of the Education Office in supporting the enhancement of 

PJOK teachers' competence in Alor Regency. Utilizing a descriptive qualitative approach, 

this research explores in-depth data through interviews and questionnaires to understand 

program effectiveness and the challenges encountered in the field. The results demonstrate 

that the Alor Regency Education Office has optimally and successfully fulfilled its role in 

facilitating education quality regulations. This achievement is evidenced by a perfect score 

(5.00) on the final instrument indicator and the high appreciation from teachers regarding 

the implementation of institutional policies, with scores ranging from 4.90 to 4.97. 

Keywords: Education Office, Teacher Competence, Physical Education, Educational 

Qualifications, Alor Regency 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (PJOK) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang sangat penting dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Di Kabupaten 

Alor, keberadaan guru PJOK yang kompeten sangat berpengaruh terhadap kualitas 

pendidikan dan kesehatan fisik siswa. Menurut data dari Dinas Pendidikan Kabupaten 

Alor, hanya sekitar 60% guru PJOK yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai 

untuk mengajar. Hal ini menunjukkan adanya gap yang signifikan dalam kompetensi guru 

yang perlu segera diatasi. Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan 

kompetensi ini melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur. 

Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan tidak hanya bertanggung jawab dalam pengelolaan 

pendidikan, tetapi juga dalam memberikan dukungan kepada pendidikan dasar dan 

menengah, termasuk di dalamnya pengembangan kompetensi guru PJOK. Penelitian oleh 

Rosdiani (2021) menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru dapat berdampak 

langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, penting untuk 

memahami bagaimana Dinas Pendidikan berkontribusi dalam hal ini dan langkah-

langkah konkret yang telah diambil. Kondisi geografis Kabupaten Alor yang terdiri dari 

banyak pulau juga menambah tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk 

dalam pengembangan kompetensi guru PJOK.  
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Akses terhadap pelatihan dan sumber daya pendidikan yang terbatas menjadi 

salah satu faktor penghambat. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dapat berperan dalam 

merancang program yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua guru di daerah 

terpencil. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat disparitas 

yang cukup besar dalam hal akses pendidikan di daerah pedesaan dibandingkan dengan 

daerah perkotaan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Pendidikan dalam mendukung 

peningkatan kompetensi guru PJOK di Kabupaten Alor. Melalui pendekatan kualitatif, 

diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas program-

program yang telah dilaksanakan serta tantangan yang dihadapi. Berdasarkan urian 

singkat di atas maka peneliti ingin mengkaji persolan tersebut dalam judul “Peran Dinas 

Pendidikan dalam mendukung peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Alor” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah Bagaimana Peran Dinas 

Pendidikan Dalam Mendukung Peningkatan Kompetensi Guru Pjok Di Kabupaten Alor?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi Dinas 

Pendidikan dalam pengembangan kompetensi guru PJOK.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Dinas Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi 

berbagai pihak. Pertama, bagi Dinas Pendidikan, hasil penelitian dapat 

menjadi bahan evaluasi untuk program-program yang telah dilaksanakan. 

1.4.2. Bagi Guru 

penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya 

peningkatan kompetensi dalam mengajar. Dengan memahami manfaat dari 

pelatihan yang diadakan, diharapkan guru-guru akan lebih termotivasi untuk 

mengikuti program-program pengembangan yang ditawarkan. Hal ini akan 

berdampak positif pada kualitas pembelajaran yang mereka berikan kepada 

siswa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Pendidikan  

 Pendidikan merupakan proses yang kompleks yang mencakup pengembangan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menurut Sugiono (2020), pendidikan tidak hanya 

terbatas pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan 

nilai-nilai moral. Dalam konteks pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (PJOK), 

pendidikan berperan penting dalam membentuk generasi yang sehat dan aktif. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Rosdian (2019) yang menyebutkan bahwa pendidikan PJOK 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu melalui aktivitas fisik yang 

terencana. 

Di Kabupaten Alor, pendidikan PJOK memiliki tantangan tersendiri, mengingat 

kondisi geografis dan sosial yang beragam. Menurut data dari Dinas Pendidikan 

Kabupaten Alor, terdapat sekitar 150 guru PJOK yang mengajar di berbagai sekolah dasar 

dan menengah. Namun, banyak di antara mereka yang belum memiliki kompetensi yang 

memadai dalam mengajar, terutama dalam hal metodologi dan pendekatan pembelajaran 

yang inovatif. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan 

kompetensi guru PJOK agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas kepada 

siswa. 
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Lebih lanjut, konsep pendidikan harus mencakup pemahaman tentang pentingnya 

kesehatan dan kebugaran fisik. Andang Suherman (2021) menekankan bahwa pendidikan 

PJOK tidak hanya berfungsi untuk mengajarkan olahraga, tetapi juga untuk membangun 

kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan perlu 

berperan aktif dalam menyusun kurikulum yang relevan dan mendukung pengembangan 

guru PJOK di Kabupaten Alor. 

Kualitas pendidikan PJOK juga dapat diukur melalui berbagai indikator, termasuk 

partisipasi siswa dalam kegiatan olahraga dan kesehatan. Statistik menunjukkan bahwa 

partisipasi siswa dalam kegiatan PJOK di Kabupaten Alor masih rendah, dengan hanya 

sekitar 40% siswa yang aktif terlibat dalam kegiatan olahraga ekstrakurikuler (Lutan, 

2020). Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Pendidikan untuk menciptakan program-

program yang dapat meningkatkan partisipasi siswa dan, pada gilirannya, meningkatkan 

kompetensi guru PJOK. 

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang konsep pendidikan, 

terutama dalam konteks PJOK, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

di Kabupaten Alor. Dinas Pendidikan harus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk 

merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan kompetensi guru PJOK dan 

mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan olahraga. 

2.2 Kompetensi Guru 

Kompetensi guru merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh 

seorang pendidik dalam melaksanakan tugas profesionalnya secara efektif, efisien, dan 
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bertanggung jawab. Kompetensi ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, 

serta nilai-nilai yang terintegrasi dalam praktik pembelajaran. Dalam konteks pendidikan 

nasional, kompetensi guru ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. 

Keempat kompetensi tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan, 

karena saling mendukung dalam membentuk profil guru yang berkualitas. 

Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola 

proses pembelajaran peserta didik. Guru dituntut memahami karakteristik siswa, 

menguasai teori belajar, merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran 

yang mendidik, serta melakukan evaluasi dan refleksi terhadap hasil belajar. Kompetensi 

ini menekankan bahwa guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga berperan 

sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam perkembangan akademik maupun 

non-akademik peserta didik. Dengan kompetensi pedagogik yang baik, pembelajaran 

dapat berlangsung aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

Kompetensi profesional merujuk pada penguasaan materi pelajaran secara 

mendalam dan luas sesuai dengan bidang keilmuan yang diajarkan. Guru harus 

memahami struktur, konsep, serta metodologi keilmuan dari mata pelajaran yang 

diampunya. Selain itu, guru dituntut untuk terus mengembangkan diri melalui kegiatan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan, penelitian, pelatihan, maupun pemanfaatan 

teknologi informasi. Kompetensi profesional menjadi landasan utama dalam menjamin 
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kualitas isi pembelajaran, sehingga peserta didik memperoleh pemahaman yang benar, 

sistematis, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 

Kompetensi kepribadian berkaitan dengan integritas moral dan karakter pribadi 

guru. Guru diharapkan memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, serta 

berwibawa. Sikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan menjadi teladan bagi peserta didik 

merupakan bagian penting dari kompetensi ini. Dalam praktiknya, kompetensi 

kepribadian tercermin dalam perilaku sehari-hari guru baik di lingkungan sekolah 

maupun di masyarakat. Guru yang memiliki kepribadian baik akan lebih mudah 

membangun kepercayaan dan penghormatan dari peserta didik. 

Sementara itu, kompetensi sosial menekankan pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, tenaga 

kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Guru harus mampu bersikap inklusif, tidak 

diskriminatif, serta menghargai keberagaman budaya, sosial, dan agama. Kompetensi 

sosial juga mencakup kemampuan bekerja sama dalam tim dan menjalin kemitraan 

dengan berbagai pihak demi mendukung proses pendidikan. 

Secara keseluruhan, kompetensi guru merupakan fondasi utama dalam 

menentukan kualitas pendidikan. Keempat kompetensi tersebut tidak berdiri sendiri, 

melainkan saling melengkapi dalam praktik pembelajaran. Guru yang kompeten adalah 

guru yang mampu mengintegrasikan kemampuan pedagogik, profesional, kepribadian, 

dan sosial secara seimbang. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan harus 
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selalu diarahkan pada penguatan dan pengembangan kompetensi guru secara 

berkelanjutan. 

2.3 Kompetensi Guru PJOK 

Kompetensi guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) 

merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Guru PJOK tidak hanya 

berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik yang membentuk karakter dan 

kebugaran siswa. Menurut Sugiono (2020), kompetensi guru PJOK mencakup 

kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi ini 

saling berhubungan dan mempengaruhi efektivitas pengajaran yang dilakukan oleh guru. 

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kompetensi tersebut 

diterapkan dalam praktik sehari-hari. 

Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% guru PJOK yang memenuhi standar kompetensi 

yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara 

harapan dan kenyataan di lapangan. Penelitian oleh Rusli Lutan (2019) mengungkapkan 

bahwa banyak guru PJOK yang masih kurang memahami metodologi pengajaran yang 

efektif, yang dapat berpengaruh pada kualitas pembelajaran yang diterima siswa. 

Misalnya, dalam pengajaran olahraga, penerapan teknik yang salah dapat mengakibatkan 

cedera pada siswa, yang tentunya bertentangan dengan tujuan pendidikan jasmani itu 

sendiri. 
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Contoh kasus yang relevan dapat dilihat dari sekolah-sekolah di daerah terpencil, 

di mana banyak guru PJOK yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di 

bidang olahraga. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas pengajaran dan pengalaman 

belajar siswa. Andang Suherman (2021) mencatat bahwa di beberapa daerah, guru PJOK 

dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya fasilitas olahraga yang memadai dan 

minimnya pelatihan profesional, yang berimbas pada rendahnya motivasi siswa untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan fisik. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi guru 

PJOK harus menjadi prioritas dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. 

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi kompetensi guru PJOK serta dampaknya terhadap hasil belajar 

siswa. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, diharapkan dapat diperoleh 

gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi nyata di lapangan. Penelitian ini juga akan 

melibatkan wawancara dengan guru PJOK dan pengamatan langsung di kelas untuk 

mendapatkan data yang akurat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan kompetensi guru PJOK 

di Indonesia. 

Akhirnya, penting untuk menekankan bahwa peningkatan kompetensi guru PJOK 

tidak hanya berdampak pada kualitas pengajaran, tetapi juga pada kesehatan dan 

kebugaran siswa. Data dari WHO menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam olahraga 

dapat mengurangi risiko penyakit tidak menular dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh 

karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam 

upaya meningkatkan kualitas pendidikan jasmani di Indonesia. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi guru PJOK sangat beragam dan 

kompleks. Salah satu faktor utama adalah pendidikan formal yang diterima oleh guru. 

Menurut Ade Mardiana (2020), guru yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang 

olahraga cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai metodologi 

pengajaran dan teknik olahraga yang tepat. Hal ini berpengaruh langsung terhadap 

kemampuan mereka dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. 

Sebaliknya, guru yang tidak memiliki pendidikan formal di bidang ini seringkali 

mengalami kesulitan dalam mengajar, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi motivasi 

siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik. 

Selain pendidikan formal, pengalaman mengajar juga merupakan faktor penting 

yang mempengaruhi kompetensi guru. Penelitian oleh Rosdian (2018) menunjukkan 

bahwa guru yang telah mengajar selama lebih dari lima tahun cenderung lebih percaya 

diri dan memiliki keterampilan pengajaran yang lebih baik dibandingkan dengan guru 

yang baru memulai karirnya. Pengalaman mengajar memberikan kesempatan bagi guru 

untuk mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif dan memahami kebutuhan 

siswa dengan lebih baik. Namun, tantangan yang dihadapi guru baru seringkali membuat 

mereka kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan pengajaran yang dinamis. 

Ketersediaan pelatihan profesional juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. 

Banyak guru PJOK yang tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap pelatihan dan 

pengembangan profesional. Menurut Sugiono (2020), pelatihan yang berkelanjutan dapat 

membantu guru untuk tetap update dengan perkembangan terbaru dalam bidang olahraga 

dan pendidikan jasmani. Penelitian menunjukkan bahwa guru yang mengikuti pelatihan 



11 

 

secara rutin memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan mampu mengimplementasikan 

teknik pengajaran yang lebih inovatif. Namun, di banyak daerah, pelatihan ini sering kali 

terbatas dan tidak terjangkau oleh semua guru. 

Lingkungan sekolah juga mempengaruhi kompetensi guru PJOK. Fasilitas 

olahraga yang memadai dan dukungan dari manajemen sekolah sangat berperan dalam 

menciptakan suasana belajar yang kondusif. Andang Suherman (2021) mencatat bahwa 

sekolah dengan fasilitas olahraga yang baik tidak hanya meningkatkan partisipasi siswa, 

tetapi juga memberikan kesempatan bagi guru untuk menerapkan berbagai metode 

pengajaran yang lebih kreatif. Namun, di banyak daerah, terutama di daerah terpencil, 

fasilitas olahraga yang kurang memadai menjadi kendala yang signifikan bagi guru dalam 

melaksanakan tugas mereka. 

Akhirnya, dukungan dari orang tua dan masyarakat juga berperan penting dalam 

meningkatkan kompetensi guru PJOK. Ketika orang tua aktif terlibat dalam kegiatan 

olahraga di sekolah, hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi dan 

memberikan dukungan moral kepada guru. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi 

antara sekolah dan masyarakat dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. 

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam mendukung 

pengembangan kompetensi guru PJOK di Indonesia. 
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2.4 Kebijakan Pendidikan 

Kebijakan pendidikan merupakan suatu rangkaian keputusan yang diambil oleh 

pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. 

Menurut Rosdian (2020), kebijakan pendidikan mencakup berbagai aspek seperti 

kurikulum, pendanaan, dan pengelolaan sumber daya manusia dalam pendidikan. 

Kebijakan ini sangat penting karena menjadi landasan bagi pengembangan sistem 

pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pendidikan berperan 

dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif di era globalisasi. 

Pentingnya kebijakan pendidikan juga dapat dilihat dari data yang menunjukkan 

hubungan antara kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan laporan 

Bank Dunia (2021), setiap peningkatan satu tahun pendidikan formal dapat meningkatkan 

produktivitas individu hingga 10%. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam 

pendidikan bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada perekonomian negara 

secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang baik diharapkan dapat 

mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Contoh konkret dari kebijakan pendidikan yang berhasil adalah program 

Pendidikan Gratis yang dicanangkan oleh pemerintah. Menurut data Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (2022), program ini telah meningkatkan angka partisipasi 

sekolah di tingkat dasar hingga 98%. Namun, meskipun program ini berhasil 

meningkatkan akses pendidikan, tantangan kualitas pendidikan tetap menjadi isu yang 
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harus diatasi. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang tidak hanya fokus pada akses, 

tetapi juga pada peningkatan mutu pendidikan. 

Di sisi lain, Rusli Lutan (2019) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat 

dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Keterlibatan masyarakat dapat membantu 

memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. 

Misalnya, di beberapa daerah, masyarakat memiliki kearifan lokal yang dapat 

dimanfaatkan dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan budaya setempat. 

Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah, tetapi juga melibatkan semua pihak. 

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan yang baik harus mampu menjawab 

tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang 

beragam, kebijakan pendidikan perlu dirumuskan dengan memperhatikan berbagai aspek, 

termasuk sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan pendidikan di 

Indonesia dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa yang lebih baik. 

Kebijakan pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan 

dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Sugiono (2021) menyatakan bahwa kebijakan 

pendidikan di Indonesia saat ini lebih berorientasi pada peningkatan kualitas dan 

relevansi pendidikan. Salah satu kebijakan terbaru adalah penerapan Kurikulum Merdeka 

yang memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai 

dengan kebutuhan siswa. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan 

inovasi dalam proses belajar mengajar. 
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Namun, penerapan Kurikulum Merdeka juga menghadapi berbagai tantangan. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Andang Suherman (2022), banyak guru yang masih 

kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum ini karena kurangnya pelatihan dan 

sumber daya yang memadai. Data menunjukkan bahwa hanya 30% guru yang mengikuti 

pelatihan terkait Kurikulum Merdeka, sehingga berdampak pada kualitas pengajaran di 

kelas. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas guru 

dalam menghadapi perubahan kurikulum. 

Selain itu, kebijakan pendidikan di Indonesia juga harus mempertimbangkan 

kesenjangan pendidikan antar daerah. Menurut laporan UNICEF (2021), terdapat 

perbedaan signifikan dalam akses dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan 

pedesaan. Di daerah pedesaan, banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dan tenaga 

pengajar yang berkualitas. Kesenjangan ini dapat menghambat pencapaian tujuan 

pendidikan yang merata dan berkualitas. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu 

difokuskan pada pemerataan sumber daya pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. 

Contoh kebijakan yang dapat mengatasi kesenjangan ini adalah program afirmatif 

untuk daerah tertinggal. Program ini memberikan dukungan khusus bagi sekolah-sekolah 

di daerah terpencil dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan pelatihan bagi guru. 

Dengan adanya kebijakan semacam ini, diharapkan kualitas pendidikan di daerah 

terpencil dapat meningkat dan setara dengan daerah perkotaan. 

Dalam analisis kebijakan pendidikan, penting untuk melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi 
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ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Sugiono 

(2021) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan 

pendidikan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga kebijakan yang 

diambil lebih tepat sasaran dan efektif. 

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan tahap krusial yang menentukan 

keberhasilan suatu kebijakan. Menurut Ade Mardiana (2020), keberhasilan implementasi 

kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komitmen 

pemerintah, dukungan sumber daya, dan keterlibatan masyarakat. Tanpa adanya 

dukungan yang kuat dari semua pihak, kebijakan pendidikan yang baik sekalipun dapat 

gagal di lapangan. 

Salah satu contoh implementasi kebijakan pendidikan yang berhasil adalah 

program Sekolah Ramah Anak (SRA). Program ini bertujuan untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Data dari Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 70% sekolah di Indonesia telah 

menerapkan prinsip-prinsip SRA. Namun, meskipun program ini telah berjalan, masih 

terdapat tantangan dalam memastikan bahwa semua sekolah benar-benar menerapkan 

standar yang ditetapkan. 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan, 

perlu ada sistem pemantauan dan evaluasi yang baik. Menurut penelitian oleh Rusli Lutan 

(2019), banyak kebijakan pendidikan yang tidak diikuti dengan evaluasi yang sistematis, 

sehingga sulit untuk mengetahui dampak dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penting 
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untuk mengembangkan indikator kinerja yang jelas dan melakukan evaluasi secara 

berkala untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. 

Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi guru juga merupakan 

bagian penting dari implementasi kebijakan pendidikan. Andang Suherman (2022) 

mencatat bahwa banyak guru yang kurang mendapatkan pelatihan yang memadai terkait 

dengan kebijakan baru, sehingga mereka kesulitan dalam menerapkan metode pengajaran 

yang sesuai. Dengan memberikan pelatihan yang cukup, diharapkan guru dapat lebih siap 

dalam menghadapi perubahan dan meningkatkan kualitas pengajaran di kelas. 

Akhirnya, partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pendidikan juga 

sangat penting. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dan memberikan masukan 

yang konstruktif terhadap kebijakan yang diterapkan. Keterlibatan masyarakat dalam 

proses implementasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga 

kebijakan pendidikan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan 

demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan akan lebih terjamin. 

Tantangan dalam kebijakan pendidikan di Indonesia sangat beragam, mulai dari 

masalah akses, kualitas, hingga relevansi pendidikan. Menurut data dari UNESCO 

(2021), meskipun angka partisipasi sekolah di Indonesia cukup tinggi, masih terdapat 

kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini 

menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang 

merata dan berkualitas. 
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Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan meningkatkan 

investasi dalam pendidikan, terutama di daerah yang tertinggal. Ade Mardiana (2020) 

menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pengembangan infrastruktur pendidikan 

di daerah terpencil, termasuk penyediaan fasilitas yang memadai dan pelatihan bagi guru. 

Dengan meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, diharapkan dapat menarik lebih 

banyak siswa untuk bersekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan secara 

keseluruhan. 

Selain itu, perlu ada reformasi dalam sistem kurikulum agar lebih relevan dengan 

kebutuhan dunia kerja. Sugiono (2021) mencatat bahwa banyak lulusan pendidikan tinggi 

di Indonesia yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kurangnya keterampilan yang 

dibutuhkan. Oleh karena itu, kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan industri 

dan kebutuhan pasar agar lulusan pendidikan dapat lebih siap menghadapi tantangan di 

dunia kerja. 

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kebijakan pendidikan juga 

merupakan solusi yang efektif. Rusli Lutan (2019) menekankan pentingnya partisipasi 

masyarakat dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan 

lokal. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran 

dan relevan dengan konteks daerah masing-masing. 

Akhirnya, penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan juga dapat menjadi 

solusi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Menurut Andang Suherman 

(2022), pemanfaatan teknologi dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya 
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manusia dan infrastruktur di daerah terpencil. Dengan adanya platform pembelajaran 

daring, siswa di daerah terpencil dapat mengakses materi pembelajaran yang berkualitas, 

sehingga pendidikan dapat lebih merata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


